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Abstrak

Terdapat beberapa rumah toko/bangunan yang disalahgunakan untuk budidaya sarang burung walet di
Kabupaten Ketapang. Pengusaha budidaya sarang burung walet tidak membuat penangkaran di tempat yang di
peruntukan seperti di Desa Kalinilam, Kelurahan Sampit (Ketapang'Kecil), Desa Sukabaru, dan Desa Negeri
Baru. Akibatnya ialahsmerusak tata ruang Perkotaan Ketapang, khususnya di Kelurahan Sampit Ketamatan
Delta'Pawan Kabupaten Ketapang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji Implementasi Peraturan Bupati
Tentang lzin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung™Walet di Kabupaten
Ketapang. Peneliti menggunakan Teori dari George C. Edward I1|* (dalam Agustino, 20127.149-153) dengan
empat aspek 'yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Dispesisi-dan Struktur Birokrasi. Metode yang,digunakan adalah
metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian.ini mentnjukan bahwa Komunikasi dan koordinasi antara pihak
yang terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Prgja (Satpol PP) dengan Kantor Pelayanan Terpadu dan Dinas
Pekerjaan Umum belum dilakukan. Sementara Sumber daya yaitu, adanya kewenangan dari™Satuan Polisi
Pamong Praja tetapi tidak melakukan Penertiban dikarenakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Terpadu
belum maksimal. Juga Disposisi atau sikap pelaksana kurang bekerja dengan optimal, kurangnya kesadaran
untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap rumah toko/bangunan yang disalahgunakan menjadi budidaya
sarang burung walet di Kelurahan Sampit. Kemudian Struktur birokrasi antara pihak terkait mengenai penertiban
rumah toko/bangunan yang disalahgunakan menjadi budidaya burung walet belum berjalan dengan baik: Saran
dari hasil penelitian ini yaitu agar adanya koordinasi yang efektif dari Satuan Polis Pamong Praja.dengan
Kantor Pelayanan Terpadu dalam menangani Penertiban rumah toko/bangunan yang dijadikan sarang' burung
walet. Kas Pengendalian Satpol PP sesuai wewenang dari Standar Operasional Prosedur harus mielakukan
tindakan langsung dalam menertibkan sarang burung walet yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kata-kataKunci:  Implementasi Peraturan Bupati, 1zin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan,
Sarang Burting Walet.

Abstract

There are several buildings whieh-abused for swallow nest cultivation in regeneyof Ketapang. The entrepeneurs
of swallow nest cultivation doesn’t makes the=ctltivation"accommodation in fixed area as like in Kalinilam
Village, Sampit Village (trivial Ketapang), Sukabaru Village, and Negeri Baru Village. The consequence is
damaging space-system of Ketapang city, especially in Sampit village, Delta Pawan subdistrict, regency of
Ketapang. The purpose of this research is to examine the Implementation of Regent’s Rule about Temporary
Permit of Building Using for Swallow Nest in Regency Of Ketapang. The researcher use the theory of George C.
Edward 1Il (in Agustino, 2012: 149-153) which include four aspects such as Communication, Resources,
Disposition and Structure of Bureaucracy. This research uses the qualitative method. The result if this research
shows that Communication and coordination among the related sides such as Pamong Praja Police Unit with the
Integrated Service Office and Department of Common Endeavor doesn’t did yet. Meanwhile, the Resources such
as, there is the authority from Pamong Praja Police Unit but didn’t do the controlling because of the coordination
with Integrated Service Office doesn’t maximal yet. Also the Disposition or the attitude of implementer still not
working optimally, the low-awareness to act clearly to the buildings which abused as swallow nest cultivation in
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Sampit village. Then the Structure of Bureaucracy among the related sides about the controlling to the buildings
which abused as swallow nest cultivation is not works well. The suggestion from this research isin the way to
handl e the controlling the buildings which abused as swallow nest cultivation, the Head-section of Pamong Praja
Police Unit controlling appropriate with authority from Procedural Operational Standard have to act directly in

controls of the abused swallow nest cultivation.

Key words: The implementation of Regent’s Rule, Temporary Permit of Building Using, Swallow Nest.

A. PENDAHULUAN

Penyal ahgunaan rumah
toko/bangunan _budidaya burung walet
yang jarakmya  sangat: dekat dengan
permukiman wargarelatif padat penduduk
mengakibatkan, ada warga mengeluh
karena tidak. bisa mengambil air. hujan
untuk di buat ar minum, dan mereka‘takut
akan wabah- penyakit dari bakteri-bakteri
sarang burung walet, juga sarang burung
walet mengurangi keindahan dan merusak
kelestarian  lingkungan hidup. Akibat
lainnya dari pengusaha budidaya sarang
burung walet yang membuat penangkaran
sarang burung walet disembarangan tempat
iadlah merusak tata ruang- Perkotaan
Ketapang, khususnya di Kelurahan Sampit
Kecamatan Deta Pawan Kabupaten
juga—discbabkan

kurangnya pengawasan atau monitoring

Ketapang. Ha ini

dari instans yang terlibat terhadap
perkembangan usaha budidaya sarang
burung walet. Seharusnya dengan adanya
peraturan bupati ketapang yang hanya
membolehkan izin sementara pemanfaatan

rumah toko selama 2 tahun tanpa
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diperbolehkan untuk diperjang lagi, pihak
dari Satuan=Polis Pamong Prga (Satpol
PPR). bersama Kanter Pelayanan Terpadu
(KPT) | berkomitmen untuk menertibkan
bangunan budidaya sarang burung walet
yang 'tidak sesual dengan peruntukannya.
Adapun ruko yang berdiri di Kelurahan
Sampit'sebanyak 72 ruko (sumber data dari
Kantor Pelayanan Tepadu Kabupaten
Ketapang, Agustus 2015), dari-pengamatan
pendliti ada 27 ruko menyalahi aturan izin
mendirikan bangunan (IMB) yang dibuat
menjadi budidaya burung walet.

Fokus penditian ini I yaitu
Implementasi  Peraturan Bupati [Tentang
Izin® Sementara - Pemanfaatan’ Rumah
Toko/Bangunan —untuk Sarang Burung
Walet pada Bagian Kasi ' Pengendalian
Operasiona Satuan Polisi'Pamong Praja di
K elurahan,Sampit K ecamatan Delta Pawan
Kabupaten K etapang.

Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah Untuk mengkai Implementas
Peraturan Bupati Tentang Izin Sementara
Pemanfaatan Rumah  Toko/Bangunan
untuk Sarang Burung Walet pada Bagian

Kasi Pengendalian Operasional Satuan
2
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Poliss Pamong Pragja di Kelurahan Sampit
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten
Ketapang ditinjau dari aspek komunikasi,
sumber daya, disposis dan struktur
birokrasi.

Manfaat teoritis dari Penelitian Ini
diharapkan dapat menambah khasanah
pemikiran bagi mahasisva _ilmu
administrass negara kajian="kebijakan
publik yaitu tentang Implementasi Tentang
Izin  Sementara=" Pemanfaatan. Rumah
Toko/Bangunan untuk “Sarang Burung
Walet di Kabupaten Ketapang. Manfaat
Praktis  berdasarkan  Pendlitian ' ini
diharapkan dapat menjadi masukan pada
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
bagian kas pengendalian operasiond
dalan wlmplementasi
Sementara Pemanfaatan Rumah
Toko/Bangunan untuk Sarang Burung
Walet! di Kabupaten Ketapang. Sehingga
kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai
Peraturan Bupati Nomer 26 Tahun 2006

Tentang Izin Sementara- Pemanfaatan

Tentang lzin

Rumah Toko/Bangunan | untuk . Sarang
Burung Walet ditKabupaten K etapang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Prinsipnya  kebijakan publik
merupakan “serangkaian kegiatan yang
dilakukan  olen  pelaku  kebijakan

(stakeholders) yang dimana merupakan
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produk akhir pemerintah yang merupakan
kesepakatan antara eksekutif dan legidatif
daam memilih satu aternatif dengan
megorbankan aternatif-alternatif lain yang
dimana aternatif yang dipilih dianggap
sebagai adlternatif terbalk agar dapat
memenuhi  tuntunan masyarakat untuk
mencapal suatu tujuan yang diharapkan”.
Kebijakan=publik yang terbaik akan
mendorong setiapswarga masyarakat untuk
membangun. daya Saingnya masing-
masing, dam bukan semakin
menjerumuskan kedalam pola
Kebijakan publik

menentukan keberhasilan«"setiap negara

ketergantungan.

untuk mencapal kemagjuannya. Karena
kebijakan publik akan
memperkuat kepercayaan publik terhatlap

keberhasilan

pemerintah sedangkan kegagalan kebijakan
publik akan melemahkan dan meruntuhkan
kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Studi  implementass merupakan
suatu kajian mengena studi jkebijakan
yang mengarah pada proses jpelaksanaan
dari., suatu kebijakan. Dalam praktiknya
implementasi kebijakan merupakan suatu
proses yang begitu"kompleks bahkan tidak
jarang bermuatan politis dengan adanya
intervens berbagai  kepentingan. Van
Meter dan Van Horn (dalam Agustino,
2012:139) mendefinisikan implementas
kebijakan, sebagai: “Tindakan-tindakan
yang dilakukan baik oleh individu-individu
atau pegabat-pgjabat  atau  kelompok-
3
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kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan
kebijaksanaan”. Dari definisi implementasi
diatas  dapat
implementasi  kebijakan menyangkut tiga

dismpulkan bahwa

hal, yaitu :

1. Adanyatujuan atau sasaran kebijakan

2. Adanya aktivitas atau=" kegiatan
pencapai an tujuan

3. Adanyahasil kegiatan

Berdasarkan uralan "diatas dapat
disimpulkan bahwa implementasi
merupakan suatu proses yang dinamis,
dimana pelaksana kebijakan melakukan
suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga
pada akhirnya akan mendapatkan suatu
hasil yang. sesuai dengan tujuan atau
sasaran kebijakan itu sendiri.
kebijakan  harus
memperhatikan prinsip-prinsip tertentu.
Menurut. Nugroho (2012:707) setidaknya
ada lima prinsip yang harus diperhatikan,

Implementasi

yaitu : “1)1Apakah kebijakannya sendiri
sudah tepat; 2) Tepat pelaksanaannya; 3)
Tepat target; 4) Tepat lingkungan; 5) Tepat
Proses, secara umum;...implementas
kebijakan publik terdiri atas tiga proses,
yaitu: a Policy, acceptance, b. Policy
Adoption, c. Strategic readiness.”
Selanjutnya menurut Jones
(2006:46), bahwa implementasi adalah
suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk
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mengoprasikan sebuah program dengan

tigakegiatan, yaitu :

1) Pengorganisasian, yaitu pembentukan
atau penataan kembali sumber daya,
unit-unit  dan metode  untuk
menjadikan program;

2) Interpretasi, yaitu menafsirkan agar
program menjadi  rencana dan
pengarahan yang tepat dan dapat
diterima sertardil aksanakan;

3)! Aplikasi yaitu, ketentuan rutin dari
pel ayanan; pembayaran yang
disesuaikan dengan tujuan “program
yang berkaitan ‘dengan kegiatan-
kegiatan.

Menurut Van Mettersdan Van Harn
(daam Agustino, 2012:141).=mengatakan
bahwa setidaknya ada enam variabel yang
mempengaruhi  kinerja kebijakan publik,
yaitu :

1) Ukuran dan tujuan kebijakan;

2) Sumber Daya yaitu ada dua elemen
yaitu : aSumber Dayaj Manusia
b.Keuangan;,

3) . Karakteristik agen pelaksana;

4) Sikap/Kecenderungan  (Disposition)
para Pel aksana;

5) Komunikas  antarorganisasi  dan
aktivitas pelaksana;

6) Lingkungan Ekonomi, Sosia dan
Politik.

Selanjutnya menurut George C.
Edward 1l (dalam Agustino, 2012:149-
153) yaitu terdapat empat variabel yang
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sangat menentukan keberhasilan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006
tentang |1zin Sementara Pemanfaatan Rumah
Toko/Bangunan untuk Budidaya Sarang

Burung Walet di Kabupaten K etapang
v

Fokus penelitian ini pada I mplementasi
Peraturan Bupati tentang 1zin Sementara

implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi. Terdapat tiga indikator

yang dapat dipaka (atau digunakan)
dalam mengukur keberhasilan variabel

komunikasi tersebut di atas, yaitu : a.

transmisi, b. Kegelasan, c. konsistens; Ketanana
: v
2) sumber daya, Indikator sumber daya Fenomena.

- ; ; L 1. Komunikasi tidak dilakukan antara
terdir | varl tu:

erdiri dari beberapa varigplf, yatu: a Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

staf b. informasi,~C. wewenang, d. dengan Kantor Pelayanan Terpadu

o mengenai tindakan penertiban bangunan
fadlitas, ruko budidaya sarang burung walet.

. 2 . y L | 0, ] 2. Sumber daya manusia/implementor

3) isposis,Andikator disposis terdiri dari belum menjaankan keahlian  dan

; kemampuannya dengan optimal.

dua” variabel}._ a  pengkangkatan 3. Skap  paa  pelcksaa  belum

birokrasi dan b. Insentif; 4) Struktur memaksimalkan  kemampuan  untuk
melakukan tugasnya dengan optimal.

Birokrasi. 4. Struktur birokrasi antar instans terkait

Bedasarkan beberapa teori ;yang
telah dikemukakan oleh para ahli diatas,

maka teeri. yang pendliti anggap cocok 1. Komunikasi.
. 2. Sumber daya.
untuk menyel esaikan masalah 3 Disposisi_ay
Implementasi  Tentang lzin Sementara 4. Struktur Birokras.
Pemanfaatan Rumah  Toko/Bangunan v
) 1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara
untuk Sarang Burung Walet di Kelurahan intans  terkait mengenai  penertiban
I bangunan yang disalahgunakan menjadi
2. Terciptanya Pengawasan yang maksimal
Kabupaten Ketapang dengan mengunakan dari budidaya sarang burung walet pada
teori yang dikemukakan dleh George C. iaett‘;?)”anzo"s‘ Pamong Praja Kabupaten
Edward 111 yait, terdapat empat variabe 3. Terciptanya rumah toko/bangunan yang

yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan yaitu komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi.

Berikut adalah aur pikir penelitian

dalam penélitianini :

Alur Pikir Pendlitian
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Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk
Budaya Sarang Burung Walet di Kelurahan
Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

belum mencapai koordinasi yang baik.

v

George C. Edward 111 (dalamAgustino,
2012: 149-153):

tertib dari budidaya sarang burung walet
sesual  dengan  Peraturan  Bupati
Ketapang.
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C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan jenis penelitian deskriptif
dengan teknik andisis data kualitatif.
peneliti melakukan pengembangan konsep
dan penghimpunan fakta, kemudian
menceritakan dan mengambarkan suatt
obyek secara rinci dan_smendalam.
Penelitian ini tidak hanya sampa pada
pengumpulan data, tetapi data tersebut
diolah lebih lanjut dengan tidak melakukan
pengujian hipotesis. Peneliti memilih jenis
penelitan deskriptif karena dianggap
relevan dalam menggambarkan keadaan
subjek danebjek yang telah ditentukan
oleh peneliti,
mendeskripsikan hasil pelaksanaan dari

terutama dalam

Peraturan Bupati tentang lzin Sementara
Pemanfaatan Rumah  Toko/Bangunan
untuk 'Sarang Burung Walet di Kabupaten
Ketapang. Tempat penelitian yang.dipilih
oleh penulis adalah di .Kelurahan Sampit
Kecamatant. Delta Pawan _ Kabupaten
Ketapang. Penelitian dilakikan; penulis
dari bulan Oktober 2015 sampa dengan
November 2015. Sedangkan. waktu untuk
penyusunan konsultasi
dilakukan dari bulan Desember 2015

sampa dengan bulan Januari 2016.

laporan  dan

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini
yang diambil secara purposive adalah
sebagal berikut: Kepala Satuan Polisi
Pamong Prga (Satpol PP) Kabupaten
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Ketapang, Kasi Operasional Satuan Polisi
Pamong Prga (Satpol PP) Kabupaten
Kas Pengaduan Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang,

Ketapang,

Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan
Umum (PU) Kabupaten Ketapang, Lurah
Kelurahan Sampit, Pengusaha sarang
burung walet di Kelurahan Sampit dua (2)

orang, Tekoh masyarakat disekitar
berdirinya sarang, burung walet di
Kelurahan Sampit dua (2).orang.

Dalam.penelitian ini peneliti hanya
menggunakan 3 teknik pengumpulan data
yaitu  sebagai berikut:  observas,
wawancara dan dokumentasi. Serta teknik
analisis data, peneliti menggunakan olahan
pengolahan data melalui ,andlisis data
kualitatif. Menurut Silalahi ~(2010: 339)
Analisis data kuaitatif adalah berupa
kumpulan berwujud kata-kata dan bukan
rangkaian angka serta tidak dapat disusun
dalam kategori/struktur klasifikasi.
Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi
data, penyajian data dan verifikasi. Adapun
untuk menguji validitas ;data penulis
menggunakan triangulasi sumber yaitu
untuk menguji-kredebilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui

Menurut Sugiyono (2011:330), triangulasi

beberapa sumber

diartikan sebagai teknik pengumpulan data
yang bersifat mengabungkan dari berbagai
teknik pengumpulan data dan sumber data
yang telah ada.
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D.HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi Implementasi Peraturan
Bupati Tentang Izin Sementara
Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan
untuk Sarang Burung Walet di
Kelurahan Sampit Kecamatan Delta
Pawan K abupaten K etapang.

a. Transmis
Transmisi, penyaluran komunikasi
yang baik akan dapat menghasilkan suatu
implementasi yang#baik pula..Seringkali
yang terjadi dalam penyaluran komunikasi
adalah adanya, “saah pengertian

(miskemunikasi), hal tersebut disebabkan

karena komunikasi telah melalui beberapa

tingkatan birokrasi, sehingga apa.yang
dibarapkan-terdistorsi ditengah jalan.
Berdasarkan wawancara diatas
dapat disimpulkan komunikas  dan
koordinasi antara pihak-pihak yang terkait

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

denganiKantor Pelayanan Terpadu (KPT)

dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tentang

Implementasi  Peraturan Bupati Tentang

Izin  Sementara Pemanfaatan. Rumah

Toko/Bangunan®, untuk Budidaya Sarang

Burung Walet di=Kabupaten Ketapang

belum berjalan dengan bak, ha i

disebabkan tidak adanya koordinasi yang

mereka lakukan mengenai penertiban izin
rumah  toko/bangunan  yang  juga
difungskan menjadi budidaya burung
walet di daerah perkotaan, Satpol PP

sepertinyga membiarkan keberadaan
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budidaya burung walet di kelurahan
sampit, tidak ada alasan harga Sarang
Burung Walet sudah turun pada saat ini.
Rumah toko/bagunan yang disalahgunakan
menjadi budidaya burung walet harus di
tertibkan sesuai dengan tata ruang
Perkotaan Wilayah Kabupaten Ketapang.
Menurut Purwanto dan  Sulistyastuti
(2012:149)-.Koordinasi dipahami sebagai
proses pemaduan..sasaran dan kegiatan
unit-unit kerja yang tefpisah untuk dapat

mencapal tujuan organisasi secara efektif.

b. "Kgelasan

Komunikas yang«@iterima oleh
para: pelaksana kebijakan sharusah jelas
dan  tidak
ambigu/mendua) ketidakjelasan  pesan
kebijakan tidak seladu menghaangi
implementasi, pada tataran tertentuj para
pelaksana flekghbilitas
dalam__melaksanakan kebijakan.” Tetapi
pada tataran lain -hal tersebut justru akan

membingungkan  (tidak

membutuhkan

menyelewengkan . tujuan yang hendak
dicapai =oleh. kebijakan ; yang telah
ditetapkan. Satuan Polis’ Pamong Prgja
(Satpol PP) _melalti Kepala satuan dan
Kasi Pegendaian Operasiona terkait
diadukan  oleh
masyarakat maupun dari Kantor Pelayanan
Terpadu (KPT) mereka melakukan rapat
(komunikasi) sebelum melakukan tindakan

dilapangan, agar peksanaannya sesual

permasalahan  yang
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dengan Standars Operating Prosedures
(SOPs).

c. Kosistens

Dalan melaksanakan Kegiatan di
lapangan Satuan Poliss Pamong Praja
(Satpol PP) melaui Kepala Satuan harus
konsisten dengan keputusan yang telah
dibuatnya, tidak berubah-rubah=K eputusan
telah dibuat yang akan diperintahkan
kepada beberaparKasi Pemeriksaan' dan
Penyidik, Pengembangan Kapasitas dan
Kas Pengadalian Operasiona harus jelas
dan_kosisten, ‘agar penerapan dilapangan
tidak ada kesalahan yang terjadi dan sesuai
dengan Standars Operating Prosedures
(SOPs).

Berdasarkan wawancara pendliti
diatas dengan Kepaa Satuan Polis
Pamang Prga dan Kasi Pengendalian
Operasiona Satuan Polisi Pamong Praa,
dapat dikatakan bahwa Kepala  Satuan
Poliss Pamong Prga.-sangat konsisten
dengan  keputusannya, dari Kas
Pengendalian™. Operasiona - mengatakan
bahwa sebelum mereka melakukan
tindakan dilapangan mereka melakukan
rapat untuk menindak lanjuti laporan dari
masyarakat atau Satuan Polis Pamong
Prga (Satpol PP). Tetapi  untuk
permasalahan
toko/Bagunan menjadi sarang burung
walet, mereka sama sekali belum pernah
melakukan tindakan, dikarekan tidak

penertiban rumah
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adanya laporan dari masyarakat khusunya
di Kelurahan Sampit. Dapat disimpulkan
bahwa keberadaan budidaya sarang burung
walet di Perkotaan Ketapang khususnya di
Kelurahan Sampit, Satpol PP dan Kantor
dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)
menunggu laporan dari masyarakat di
kelurahan Sampit.

2. Sumber Daya Implementasi
Peraturan Bupati, Tentang lzin
Sementara . Pemanfaatan Rumah
Toko/Bangunan untuk Sarang
Burung Walet.-di- Keurahan Sampit
Kecamatan Delta lPawan Kabupaten
K etapang.

a) Staf

Staf sumbernya ‘utama dalam
kebijakan ‘adalah  staf.
Kegagalan yang sering terjadi dalam

implementasi

implementasi  kebijakan salah satunya
disebabkan oleh karena staf yang 'tidak
mencukupi, tetapi diperlukan staf dengan
keahlian dan kemampuan yang diperlukan
kapabel) dalam
kebijakan  atau
melaksanakan tugas yang diinginkan oleh
kebijakan itu sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara di

(kompeten dan
mengimplementasikan

atas staf yang ada di Satuan Polisi Pamong
Prgga Kabupaten Ketapang sebagai
pelaksana dari kebijakan, pada
kenyataannya saat ini tidak melaksanakan
tindakan penertiban budidaya burung walet
di  perkotaan

Ketapang  khususnya
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Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan
salah satunya disebabkan harga burung
walet yang sudah turun, tidak begitu
banyak lagi pengusaha membudidayakan
sarang burung walet, juga menunggu
pengaduan dari warga.

b) Informasi

Informasi, dalam implementasi
kebijakan informasi .“mempunya  dua
bentuk yaitu infermas yang berhubungan
dengan cara melaksanakan kebijakan.
Implementor harus.mengetahui apa yang
harus mereka lakukan saat mereka diberi
perintah untuk melakukan tindakan: Kedua
informasi mengenai data kepatuhan dari
para pelaksana terhadap peraturan ‘dan
regulas pemerintah yang telah ditetapkan.
Implementor harus mengetahui apakah
orang lain yang terlibat di daam
pelaksanaan kebijakan tersebut patuh
kepada
disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi

hukum. Pernyataan _ yang
Pamong Prgja Kabupaten-Ketapang bahwa
Kepala Seksit Pengendaliandan stafnya
bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi.
Mereka tahu apa yang--harus mereka
lakukan disaat diberi perintah oleh kepala
kantor. Tetapi mengenai budidaya sarang
burung walet mereka tidak pernah
melakukan tindakan, hal itu diperjelas oleh
Bapak Edy Junaidi S.Sos Kepala Satuan
Polist Pamong Praja Kabupaten Ketapang
yaitu akibat dari turunya harga burung
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walet, mengakibatkan merekapun enggan
untuk menindak budidaya sarang burung
walet yang ada di perkotaan Ketapang,
kecuali kalau ada mendapat laporan dari
masyarakat yang merasa terganggu dari
budidaya burung walet.

c)=Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas
atau legitimasi bagi, para pelaksana dalam
mel aksanakan kebijakansuntuk ditetapkan
secara politik.-Ketika wewenang itu nihil
maka kekuatan para implementor:.dimana
publik tidak terlegitimas sehingga dapat
menggagalkan proses
kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawaneafa diatas

implementasi

yang disampaikan oleh Kasi Pengendalian
Operasional Satuan poliss Pamong Praja
dan Kasi Pengaduan Kantor Pelayanan
Terpadu, Kasi Pengendalian Operasiond
Satuan._polis Pamong Prgja tidek ada
kewenangan langsung untuk jmenindak
penetiban  rumah . toko/bangunan  yang
disalahgunakan. menjadi budidaya sarang
burung walet, juga kas pengaduan Kantor
Pelayanan__ Terpadu  sesual tupoksinya
sendiri  sebagai tempat  pengaduan
masyarakat, kalau ada masyarakat yang
melapor terkait permasalahan budidaya
burung walet mereka baru akan bertindak
kelapangan bekerjasama dengan istansi
terkait seperti Satuan polis Pamong Prgja.
Dari pernyataan diatas jelas bahwa Satuan

9
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Poliss Pamong Pragja tidak melakukan
tindakan penertiban budidaya sarang
burung walet, Satuan polisi Pamong Praja
sebagal penegak dari Peraturan Bupati
harus melakukan tindakan penertiban
budidaya sarang burung walet, namun
sangat disayangkan tidak adanya tindakan
penertiban tersebut. Juga tidak hanya
menunggu laporan dari masyarakat.

d) Fasilitas

Fasilitas fislk juga merupakan
faktor penting  “‘dalam implementasi
kebijakan. Implementor mungkin memiliki
staf yang mencukupi, mengerti apa yang
harus dilakukannya, dan  memiliki
wewenang-untuk melaksanakan tugasnya,
tetapi tanpa adanya faslitas pendukung
(sarana dan prasarana) maka implementasi
kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala
Satuan Polisi Pamong Prgja diatas, fasilitas
Satuan Polis Pamong- Prgja yang ada
sekarang sudah cukup ~memadai sesuai
dengan pengamatan  penéliti,, beliau
menyatakan dengan peralatan-peralatan
yang mereka miliki, mereka sudah merasa
terbantu. Kedepannya beliau

menyampaikan apabila terdapat
kekurangan dari peralatan-peralatan kantor
tersebut, mereka akan menambah lagi
sesuai dengan kebutuhan Satuan Polisi

Pamong Pragja.
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3. Disposis Implementasi  Peraturan
Bupati Tentang Ilzin Sementara
Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan
untuk Sarang Burung Walet di
Kelurahan Sampit Kecamatan Delta
Pawan Kabupaten K etapang.

a) Pengangkatan Birokras

Pengangkatan birokrat, disposisi
atau skap para peaksana akan
menimbutkan hambatan-hambatan yang
nyata terhadap implementasi kebijakan bila
personil ‘'yang ada tidak melaksanakan
kebijakan-kebijakan yang ditnginkan oleh
peabat-pejabat  tinggi. Karena itu,
pemilihan dan pengangkatan personil
pelaksana kebijakan harusléh orang-orang
yang memiliki dedikasi pada kebijakan
yang telah ditetapkan, lebihskhusus lagi
pada kepentingan warga.

Berdasarkan wawancara diatas
dengan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
dapat diketahui bahwa Pengangkatan
Birokrasi. . Kantor Pelayanan [Terpadu
dilakukan oleh Bupati Ketapang. Bupati
Ketapang yang menentukan setiap pegawai
negeri sipil ' (PNS) ditempatkan dimana
berdasarkan Surat K eterangan (SK).

Pengawai=Negeri Sipil (PNS) yang
berdedikas  tinggi memang  sangat
diperlukan, karena untuk mencapai
keberhasilan dalam organisas ditentukan
oleh pegawa itu sendiri. Apabila
penempatan Pengawai Negeri Sipil (PNS)
sesua  dengan kemampuannya maka
tersebut akan  mencapal
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keberhasilan. Seperti
Budidaya burung walet di kawasan

penanganan

Perkotaan Ketapang yang tidak sesuai
dengan peruntukannya haruslah ditangani
dengan serius dan cepat. Daam
pegawai oleh Bupati
Ketapang pada Satuan Polis Pamong
pelaksana  kebijakan
kurangnya kesadaran untuk. =melakukan

pengangkatan

Praja, sebagai

tindakan yang tegas<‘terhadap rumah
tokoh/bangunan gsyang di . salahgunakan
menjadi  budidaya burung walet di
Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten K etapang.

b) Insentif
Insentif,  Edward
bahwa salah satu teknik yang disarankan

menyatakan

untuk mengatasi masalah kecenderungan
para pelaksana adalah dengan
memanipulasi insentif. Oleh karena itu,
pada umumnya orang bertindak menurut
kepentingan mereka  sendiri, maka
memanipulasi insentif oleh para pembuat
kebijakan mempengaruhi gtindakan para
pel aksana kebijakan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya
memenuhi  kepentingan pribadi (Salf
interest) atau organisasi. Dengan adanya
tambahan biaya tertentu atau bonus kepada
para pelaksana kebijakan mungkin akan
dapat mendorong para pel aksana kebijakan
mencari tahu apa sga tugas mereka,

tidak hanya menunggu perintah
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dan melaksanakan perintah  sekaligus
menyel esalkannya dengan baik.

4, Sturktur Birokras Implementas
Peraturan Bupati Tentang lzin
Sementara Pemanfaatan Rumah
Toko/Bangunan untuk Sarang
Burung Walet di Kelurahan Sampit
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten
K etapang.

Walaupurn. sumber-sumber  untuk
melakSanakan suatu “kebijakan tersedia,
atau para pelaksana mengetahui apa yang
harus .” mereka = lakukan, kemungkinan
kebijakan tidak dapat, teredisasi, ‘wyaitu
terdapatnya kelemahan™ dalam  struktur
birokrasi. Ketika struktur birokrasi tidak
kondusif pada kebijakan yang tersedia,
akan menyebabkan sebagianrsumberdaya-
sumberdaya menjadi tidak <efektif idan
menghambat jalannya kebijakan. Oleh
karena itu, birokrasi sebaga pelaksana
sebuah kebijakan harus dapat mendukung
kebijakan yang telah diputuskan secara
politik"dengan jalan melakukan koordinasi
dengan baik.

Struktur birokrasi i dalam ha ini
mencakup aspek-aspek seperti  struktur
organisasi, pembagian  kewenangan,
hubungan antara unit-unit organisasi yang
ada dalam organisasi yang bersangkutan,
dan hubungan organisasi dengan organisasi
luar. Struktur birokras juga mencakup
dimens fragmentasi dan dimensi mengenai
Standar  Prosedur Operasi  (SOP).
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Pelaksanaan fragmentasi merupakan upaya
penyebaran  tanggungjawab  kegiatan-
kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai
diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan Wawancara di atas
sangat jelas bahwa Struktur Birokras
Antar dinas terkait tidak berjalan dengan
baik, akibat dari banyaknya pihak terkait
dalam budidaya sarang burungswalet yang
disalahgunakan menjadi” Bangunan Ruko
di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta
Pawan Kabupaten Ketapang. Seperti yang
disampaikan Kasi 1Opersional Satpol PP
beliau berpendapat bahwa izin mendirikan
haruslah ada

tembusannyarke Satpol PP Supaya;pada

bangunan (IMB)

saat adanya bangunan ruko atau rumah
yang disalahgunakan menjadi budidaya
burung waet oleh oknum pengusaha
burung walet, Satpol PP bisa langsung
bertindak dengan cepat ke lapangan dan
tidak ‘imenunggu Kantor Pelayanan
Terpadu atau Dinas Pekerjaan Umum.
Selamn itu, dalam strukutur.birokras
salah satu aspek struktur yang'penting dari
setigp organisasi. adalah adanya Standar
Operasional Prosedur (SOPR).yang menjadi
pedoman bagi setiap implementor dalam
bertindak. Standar Operasional Prosedur
(SOP) dadam ha ini
mekanisme, sistem  dan

menyangkut

prosedur
pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas
pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung

jawab di antara para pelaku.
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Adapun yang termuat dalam
Standar Operasional Prosedur (SOP) dari
kualifikass pelaksana Satuan Polis
Pamong Prga Kabupaten Ketapang
sebagai berikut:

1. SOP penegak peraturan daerah;
2. SOP ketertiban dan
masyarakat umum;

ketentraman

3. SOP "penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massg,

4 SOP proesedur pelakSanaan pengawalan
pej abat/orang-orang penting;

5. SOP penjagaan tempat-tempat penting;

6. SOP pelaksanaan patroli.

Berdasarkan  hasil™ wawancara

diatas dengan Kepaa Satuan Polis

Pamong Pragja dan Kasi KanterPelayanan

Terpadu  (KPT) mengenal . Standar

Prosedur (SOP). Daam

melakukan pekerjaan  Satuan  Polis

Opersiond

Pamong Prga dan Kantor Pelayanan
Terpadu (KPT) bekerja berdasarkan SOP
yang ada, terkait.permasalahan;'budidaya
burung ® walet untuk saat jni, Kantor
Pelayanan Terpadu dengan satpol PP
belum ada melakukan tindakan penertiban
dilapangan__dikarenakan harga burung
walet yang sudah turun.

E. SSMPULAN

1. Komunikass dan koordinas antara
pihak-pihak yang terkait yaitu Satuan
12
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Polis Pamong Praga (Satpol PP)
dengan Kantor Pelayanan Terpadu
(KPT) dan Dinas Pekerjaan Umum
(PU), dan tidak dilakukan terkait
penertiban rumah toko yang juga
difungsikan menjadi budidaya burung
walet di daerah perkotaan Ketapang,
sehingga menyebabkan  bangunan
burung walet masih banyak=berdiri liar
di Kabupaten Ketapang Khususnya
Kelurahan Sampit.

. Sumber sdaya dalam ha ini sumber
dayamanusia (Staf) dan fasilitas berupa
peraatan. “Staf pada Satuan Polisi
Pamong Praja cukup memadai,; staf di
bidang Kasi Pengendalian Operasional
berjumlah 3 orang dan dibantu 22
PolisisPamong Praja, juga 252 pegawai
kontrak/honorer. Adanya kewenangan,
tetapi mereka tidak melakukan
Penertiban dikarenakan koordinasi
dengan Kantor Pelayanan Terpadu
tidak 'dilakukan, juga Satuan Polisi
Pamong: Prgja menunggu.. pengaduan
dari masyarakat apabilaada: yang
melapor. Sedangkan fasilitas berupa
peraatan kantor bedasarkan
pengamatan yang pendliti lakukan
sudah cukup memadai, seperti
Kendaraan Opersional  Roda 6
(Damas) yang teradapat 1 unit,
Kendaraan Opersiona Roda 4 (Mobil)
2 unit, Kendaraan Opersional Roda 2
(Motor) 15 Unit, Senjata Api 2 Unit,
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Tameng Huru Hara 130 unit, Helm
Huru Hara 130 Unit, Komputer 7
Laptop 12 Unit, printer atau scanner 8

unit.

. Disposis atau sikap pelaksana kurang

bekerja dengan optima, dalam
pengangkatan pegawai oleh Bupati
Ketapang Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai-pel aksana kebijakan kurangnya
kesadaran untuk melakukan tindakan
yang tegas tecxhadap rumah
toko/bangunan: yang disalahgunakan
menjadi budidaya burung walet di
Kelurahan Sampit Kecamatan Delta
Pawan Kabupaten K etapang.

. Struktur birokrasi antarapihak terkait

mengenai penertiban rumah
toko/bangunan yang disalahgunakan
menjadi budidaya burung walet belum
berjalan dengan bak. Hali ini
disebabkan banyaknya pihak " yang
terkait dari permasalahan tersebut
seperti Satuan Poliss Pameng Praja
(Satpol PP) dengan Kantar Pelayanan
JTerpadu’(KPT) dan Dinas Pekerjaan
Umum (PU).

F. SARAN

1. Adanya koordinasi yang efektif dari

Satuan Polis Pamong Prgja dengan
Kantor Pelayanan Terpadu dalam
Penertiban rumah
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toko/bangunan yang disalahgunakan
Menjadi Budidaya Sarang Burung
Walet, dan juga harus melakukan
sosialisasi kepada pengusaha budidaya
burung waet, dimana sga tempat
peruntukan untuk budidaya burung
walet.

2. Kas Pengendalian Operasional sesuél
wewenang dari Standar _Operasiona
Prosedur (SOP) _harus melakukan
tindakan langsing dalam menertibkan
budidayassarang burung walet yang
tidaky"sesuai _dengan peruntukannya,
tidak hanya menunggu laporan dari
masyarakat.

3! Perlu adanya kesadaran dari (Kas
Pengendalian Operasional Satuan Polisi
Pamong. Prgja daam mengawas atau
monitoring rumah toko/bangunan yang
beralih fungsi menjadi budidaya burung
walet di Perkotaan Ketapang, dengan
melakukan tindakan tegas penertiban
apabilaada yang melanggar.

4. Struktur‘birokrasi Satuan-Polisi Pamong
Praja sebagai penegak: dari- peraturan
daerah  haruslah

menertibkan  rumah=..toko/bangunan

tanggap dalam

sarang burung walet yang berkembang

di Kawasan Perkotaan K etapang.
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